
(3) Pencatatan dalam suatu tahun harus disclenggarakan secara kronologis. 

(2) Pencatatan harus diselenggarakan secara tcratur dan mcncerrninkan 
keadaan yang sebcnarnya dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, 
satuan mata uang Rupiah, Jan disusun dalarn bahasa Indonesia. 

(l) Wajib Pajak orang pribadi yang dikccualikan dari kewajiban 
menyclenggarakan pcmbukuan tetapi wajib menyelenggarakan 
pencatatan adalah: 

a. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau 
pekerjaan bcbas yang sesuai dcngan kctentuan pcraturan 
perundangundangan perpajakan diperbolehkan menghitung 
penghasilan neto dcngan menggunakan Norma Pcnghitungan 
Penghasilan Neto; clan 

b. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kcgiatan usaha 
atau pekerjaan bebas, 

Pasal 1 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG BENTUK DAN TATA 
CARA PENCATATAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. 

MEMUTUSKAN: 

bahwa dalarn rangka mclaksanakan kctcntuan Pasal 28 ayat (12) Undang 
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tenlang Kctcntuan Umurn Jan Tata Cara 
Perpajakan sebagaimana Lelah bcbcrapa kali diubah tcrakhir dengan 
UndangUndang Nornor 28 Tahun 2007, pcrlu rncnctapkan Pcraturan 
Mcnteri Keuangan lenl,mg Bcntuk dan Tata Cara Pcncatatan Bagi Wajib 
Pajak Orang Pribadi; 

1. UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 lenlang Ketentuan Umum Jan 
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3262) sebagaimana telah bebcrapa kali diubah terakhir dengan 
UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tarnbahan Lembara.n ·Negara 
Republik Indonesia Nomor 4740); 

2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; 

MENTER! KEUANGAN, 

Mcnetapkan 

Mcngingat 

Menimbang 

BENTUK DAN TATA CARA PENCATATAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 

TENT ANG 

Mt.:NTEHI Kl::UANGAN 
REPUBLIK IMDONESIA 

SALII\JAN 
PERATURAN MENTE!{! KEUANGAN 

NOMOR 197/PMK.03/2007 



Ditetapkan Ji Jakarta 
pada langgal 28 Desember 2007 

MENTER! KEUANGAN, 

lid 
SRI MULYANI INDRA\VATJ 

in T.U. Dcpartc.ncn 

Agar setiap orang mengetahuinya. merncrintahkan pengumuman Peraturan 
Menteri Kcuangan ini dengan pcnempalannya dalam Berita Negara Rcpublik 
Indonesia. 

Peraturan Mentcri Kcuangan ini mulai bcrlaku pada tanggal 1 [anuari 2008. 

Pasal 4 

Ketentuan lebih lanjut mcngcnai bentuk dan lata cara pencatatan bagi Wajib 
Pajak orang pribadi diatur dcngan Peraturan Direktur [cnderal Pajak. 

Pasal3 

(3) Selain kewajiban untuk mcnyelcnggarakan pencatatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) harus mcnyclcnggarakan pcncatatan 
alas harta dan kewajiban. 

(2) Bagi Wajib Pajak yang mernpunyai lebih dari satu jcnis usaha dan/atau 
ternpat usaha, pencatatan harus dapat mt;nimambarkan secara jelas untuk 
masingmasing jcnis usaha clan/ alau tern pat usaha yang bcrsangkutan. 

(1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus dapal 
menggambarkan antara lain: 
a. pcrcdaran a tau penerimaan bruto Jan/ a tau jumlah pcnghasilan 

bruto yang diterima dan/ a tau diperoleh: 
b. penghasilan yang bukan objek pajak dan/ a tau penghasilan yang 

pengenaanpajaknya bersifat final. 

Pasal 2 

MENTER! KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

(4) Catalan dan dokurncn yang mcnjadi dasar pencatatan harus disimpan Ji 
tcmpat tinggal Wajib Pajak atau tcmpat kcgiatan usaha atau pokcrjaan 
bebas dilakukan sclarna 10 (sepuluh) lahun. 


